
Men!mbang 

Mengingat 

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK 
NOM0R 7 TAHUN 2000 

TENTANG 
PEOOHAN PEHBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA 

DENGAN RAHHAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DEHAK, 

a . bahwa dalam penyelc,nggaraan pemerintahan dan 
pembangunan serta sebagai wahana demokrasi 
di Desa, perlu segera clibentuk Badan Perwakilan 
Desa; 

b. bahwa guna kelancaran pembentukan Badan Pe-rwaki
lan Desa, maka perlu adanya suatu pedeman; 

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mene
tapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah . 

1. 0ndang-undang Nemer 13 Tahun 1950 tentang Pemben
tukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Prepinsi,' Jawa Tengah ; 

2. Undang-undang Nemer 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nemer 60, Tambahan Lemboro.n Negara Nornor 3839) ; 

Perim- · .. 
dan 
72, 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
bangan Keuangan Antara Pemerint:ah Pusat 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nemer 
Tambahan Lembaran Negara Nemer 3848} ; 

4. Peraturan Pemerintah Nemer 16 Tahun 
Perluasan Kotamadya Daera,h Tingkat 
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nemor 
Lembaran Negara Nomor 3079}; 

1976 
II 

25, 

tent:ang 
Semarang 
Tarnbahan 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 
tentang Pencabut.an Beberapa Perrnendagri mengenai 
pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 
tentang Pernerintahan Desa 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemer 63 Tahun 
1999 tentang ·Petunjuk Pelaksanaan clan Penyesuaian 
Perist ilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa dan Kelurahan; 
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7. Keputusan Henteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Hengenai 
Desa 

Dengan persetujuan : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEHAK 

HEHUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEHAK TENTANG PEDOMAN 
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA 

BAB I 
KETENTUAN UMUH 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

a. Daerah ·adalah Kabupaten Demak; 

b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ; 

c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Demak 
Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai 
Ekekutif Daerah; 

beserta 
Badan 

d. Ca.mat adalah peJabat perangkat daerah yang memim
pin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 
Kecamatan; 

e. Desa adalah kesatuan maayarakat hukum yang 
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurua 
kepentingan maayarakat setempat berdaaarkan aeal
usu'l dan adat istiadat setempat yane diakui dalam 
siatim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 
Kabupaten; 

f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya diaebut 
BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri atas 
pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Deaa yang 
berfungei mengayomi adat istiadat, membuat 
peraturan Deaa, meriampung dan menyalurkai1 aapira
ai masyarakat serta melakv,kan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

g. Lurah Desa adalah pejabat yang 
lenggaraan Pemerintah Deaa yang 
kepada rakyat melalui BPD; 

memimpin penye
bertanggungjawab 

h. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong 
Desa; 
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i. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda 
adalah salah satu bentuk Peraturan yang ditetap
kan oleh Bupati setelah mendapatkan persetuJuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

j. Panitia Pemilihan keanggotaan BPD yang selanjut
nya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang 
dibentuk oleh Lurah Desa yang keanggotaannya te~
diri dari Pamong Desa, Ketua RT/ RW, Ketua 
Lembaga Kemaeyarakatan dan Tokoh-tokoh maeyarakat 
di desa setempat yang bertugas untuk menyeleng
garakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 
pelakeanaan pemilihan keanggotaan BPD; 

k. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah 
organisaai masyat'akat yang berfungsi untuk meme
lihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan 
masyarakat Indonesia yang berdasarkan kego
tongroyongan dan kekeluargaan serta untuk mernban
tu meningkatkan kelo.ncaran pelaksnnaan tugas 
pemerintahan, pembangunan clan kemasyarakatan di 
Desa dan di Kelurahan · . 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN JUMLAH KEANGGOTAAN BPD 

Pasal 2 

(1) BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana 
untuk melakeanakan demokrasi berdasarkan Panca
sila. 

(2) BPD berkedudukan sejajar dan mitra dari Pemerin
tah Desa. 

Pasal 3 

Jumlah anggota BpD ditentukan berdasarkan jumlah 
penduduk Desa dengan ketentuan: 
a. jumlah penduduk aampai den~an 2000 jiwa, 7 orang 

anggota; 
b. jumlah penduduk 2001 sampaJ. dengan 2500 jiwa, 9 

orang anggota; 
c. jumlah penduduk 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 

orang anggota; 
d. jumlah penpuduk lebih dari 3000 jiwa, 13 orang 

anggota. 
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BAB III 
PENCALONAN DAN PEMILTHAN ANGGOTA BPD 

Bagian Pertama 
Panitia Pemilihan 

Paeal 4 

(1) Untuk pelaksanaan pemilihan anggota BPD Lurah 
Desa membentuk Panitia Pemilihan yang keanggo
taannya terdiri dari Pamong Desa, unsur pengurue 
RT/RW, uneur pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan 
Tokoh-tokoh masyarakat di Desa eetempat . 

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dengan 
susunan sebagai berikut: 
- Ketua; 
- Wakil Ketua; 
- Sekretaris; 
- Bendahara; 
- Anggota-anggota. 

(3) Penentuan komposisi susunan Pani;tia Pemilihan 
eebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih dari dan 
oleh anggota Panitia yang ada. 

(4) Jumlah dan eusunan keanggotaan Panitia Pemi lihan 
disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemam
puan keuangan Desa dengan ketentuan sebanyak
banyaknya 13 (tiga belas) orang dan 2 (dua) 
diantaranya dari Pamong Desa . 

Pasal 5 

(1) Panitia Pemilihan dan Pamong Desa tidak diperbo
lehkan untuk dicalonkan sebagai anggota BPD . 

(2) Apabi la diantara Panitia Pemilihan ada yang 
_dicalonkan maka yang bersangkutan harus mengun
durkan diri dari kepanitiaan 

(3) Apabila diantara Panitia ada yang mengundurkan 
diri atau meninggal dunia maka kedudukannya 
digantikan orang lain dari unsur yang diwakili . 

'• 
(4) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (3) 

di.tetapkan dengan Keputusan Lurah Desa. 
' 

Pasal 6 

Panitia Pem111han bertugas: 
a. melakukan pendaftaran dan penelitian persyaratan 

calon; 
b. menyusun dan mengaJukan rencana biaya pemilihan 

kepada Lurah Desa untuk dianggarkan dalam Angga
ran Pendapatan dan Belanja Desa; 

c. menentukan Jadwal pelaksanaan pemilihan BPD; 

d. monyiapkan ·l. 
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d. menyiapkan kartu suara, kotak euara dan bilik 
sue.ra; 

e. melakukan pemungutan suara dan penghitungan 
euara; 

f. membuat Berita Acara pelaksanaan pemilihan BPD 
dan Berita Acara penghitungan suara; 

g. melaporkan pelaksanaan pemilihan/pengangkatan BPD 
kepada Lurah Desa; 

h: melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pemilihan BPD. 

Bagian Kedua 
Pencalonan dan Persyaratan Anggota BPD 

Paeal 7 

Anggota BPD dipilih dar i calon-calon yang diajukan 
oleh kalangan adat, agama, organisasi eoeial poli
tik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat 
lainnya di Desa setempat yang memenuh i persyaratan . 

Pasal 8 

Yang dapat dicalonkan dan dipil1h menjadi 
BPD adalah pend\1duk Desa eetempat yang 
eyarat-ayarat eebagai berikut: 
a. Warga Negara Republik Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

anggota 
memenuhi 

c. setia dan taat kepada Pancaeila dan Undang-undang 
Dasar 1945; 

d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak lang
sung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancaeila 
dan Undang-undang Daear 1945, G30S/PKI dan atau 
kegiatan'··organieasi ter la rang lainnya; 

e. berijazah pendidikan formal paling rendah Seko
lah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan 
/ berpengalaman yang eederajat dengan itu; 

f. berumur paling rendah 25 tahun ; 
g. eehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak ter-

ganggu jiwa atau ingatannya; 
h. berkelakuan baik; 
i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan-karena 

melakukan tindak pidana; 
j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan 

Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 
k. terdaftar sebagai penduduk Deea setempat eecara 

eah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang 
bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (ctua) tahun 
terakhir dengan _tidak terputus-putue, kecuali 
putra Desa; 

1. mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di Desa 
eetempat; 

m. bereedia dicalonkan menjadi anggota BPD. 

Pasal 9 l 

• 
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Pasal 9 

(1) Panitia Pemilihan mengumumJro.n co.Ion anagota 
yang diuaulkan s~bagaimana dimaksud Paeal 7 
memenuhi pereyaratan untuk dipil1h kepada 
maeyarakat eelambat• lambatnya 7 (tujuh) 
sebelum pelakoanaan pem111ho.n. 

BPD 
yang 

wa1•ga 
hari 

(2) Pemilihan dilakeanakan pada hari, 
tempat yang ditentukan oleh Panitia 
wilayah Deea eetempat. 

tanggal dan 
Pemilihan di 

Baaian Ketiga 
Hekanieme Pemiliho.n Keanggotaan BPD 

Pasal 10 

(1) Pemilihan keangaotaan BPD 
auatu rapat khuous yang 
denaan dihadiri oleh : 

dilaksanakan 
diadakan untuk 

a. Lurah Deaa dan Pamong Deea; 
b. Ketua RT/RW; 

do.lam 
itu 

c. Tokoh masyarakat, oraanieael sosial politik 
dan lembaaa kemaeyarakatan lain yang ada di 
Deea aetempat. 

(2) Rapat eebagaimana dimak11ud ayat (1) ho.rue dinya
takan sebaaai re.pat yang terbuka untuk umum. 

Paeal 11 

(1) Pemilihan keanggotaan BPD dilakaanakan denaan 
cara pemunsutan auara aiatem tcrtutup. 

(2) Pemunsutan euara sebaaaimana dimakeud ayat (1) 
dilakeanakan 11esuai denaan aeas Lanaoung, Umum, 
Bebae, Rahae1a, JuJur dan Adil. 

Pasal 12 

Yang berhak untuk memilih keanggotaan BPD adelah: 
a. uneu.r pengurue RT 1 (satu) orang; 

. . 

b. unsur pengurue RW 1 (eatu) orana; 
c. waraa maeyarakat dilingkunaan RT yang 

oleh Ketua RT, maaing-masina sebanyak 
t •flhh d 1 t\:\AJ bl 

orang. 3 ( tiga) 

Pasal 13 

Pengaturan lebih lanjut mengeno.1 RT/RI-/ dan Lembaga 
Kemasyarakatan eebaaaimana dimakoud Paeal 4 ayat 
(1), Paaal 10 ayat (1) dan Paeal 12 oyat (1) akan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Paeal 14 · 1· . 
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Paeal 14 

·(1) Pemilihan keanggotaan BPD d inyatakan sah apabila 
pemilih yang hadir untuk memilih sekurang
kurangnya 2/3 (dua pertiga} dari jumlah pemilih. 

(2) Dalam · hal jumlah pemilih yang hadir untuk 
memilih kurang dari yang ditentukan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) pemilihan keanggotaan BPD 
dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari setelah pembatalan, Panitia Pemili
han men.gadakan pemilihan ulangan. 

(3) Apabila dalam pemilihan ulangan jumlah pemilih 
yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang 

..... dari 1/2 (setengah) da1'i jumlah pemilih, Panitia 
Pemilihan teta·p melaksanakan pemilihan dengan 
persetujuan Lurah Desa. 

Pasal 15 

Sesudah pemungutan auara dinyatakan 
Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan 
juga segera: 

seleaai 
tanggal 

maka 
itu 

a. membuka kotak suara dan menghitung jumlah euara; 
b. mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara . 

. Paeal 16 

Ketua Panitia Pemilihan keanggotaan BPD 
salah satu anggota Panitia untuk menjadi 
penghitungan suara. 

Pasal 17 

menunjuk 
pencatat 

Penentuan tata cara pemilihan sah atau tidaknya 
suara ditetapkan terlebih dahulu oleh Panitia dan 
dibacakan· oleh Ketua Panitia sebelum 
suara dilaksanakan. 

(1) Apabila 
·telah 
tangani 
Deaa. 

Bagian Keempat 
Penandatanganan Berita Acara 

Pasal 18 

pemungutan 

pemungutan suara dan penghitungan euara 
seleeai maka Panitia Pemilihan menanda
Berita Acara dan diketahui oleh Lurah 

(2) Penandatanganan Berita Acara pemungutan euara 
dilakukan setelah pemungutan euara dinyatakan 
selesai dan eebelum penghitungan auara dimulai. • 

(3) Penandatanganan Berita Acara penghitungan euara 
dilakukan eetelah penghitungan suara selesai. 

Pasal 
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Pasal 19 

Bentuk Berita Acara pemungutan suara dan berita 
Acara penghitungan suara adalah sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran I dan I I Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kelima 
Calon BPD Terpilih 

Pasal 20 

calon terpilih (1) Panitia Pemilihan menetapkan 
dengan mendaaarkan pada urutan 
terbanyak. 

perolehan suara 

(2) Dalam hal penentuan calon terpilih anggota BPD 
untuk urutan terakhir mempero'leh suara yang 
eama, maka dilakukan pemilihan ulang bagi calon 
tereebut. 

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan 
Berita Acara Penghitungan Suara, Panitia Pemili
han menetapkan calon terpilih dan diusulkan 
untuk ditetapkan oleh Lurah Desa . 

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituang
kan , dengan Keputusan Lurah Desa dan diusulkan 
pengesahannya kepada Bupati melalui Camat. 

Bagian Keenam 
Pengesahan dan pelantikan 

Pasal 21 

(1) Berdasarkan pada usulan Lurah Desa yang dilam
piri dengan Berita Acara pemungutan suara dan 
Berita . Acara penghitungan suara, Bupati menge
sahkan keanggotaan BPD. 

(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dit
uangkan dalam Keputusan Bupati. 

Paeal 22 

(1) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas} 
hari eetelah diterbitkannya Keputusan tentang 
pengesahan keanggotaan BPD, maka yang bersangku
tan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Peja
bat lain yang ditunjuk. 

(2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat 
(1) mereka yang menjact1 · anggota BPD bersumpah 
menurut agamanya atau berjanji derigan sungguh
sungguh dihadapan Bupati atau Pejabat lain yang 
ditunjuk untuk itu dengan dihadiri Lurah Deea, 
Pamong Desa ·ctan Tokoh-tokoh masyarakat lainnya 
yang ada di Desa setempat. 



.. ' 

9 

Pasal 23 

Susunan ·kata-kata sumpah/janji anggota BPD · adalah 
sebagai berikut: 
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa 
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD 
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil
adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam menga
malkan. dan mempertahankan Pancasila eebagai dasar 
negara ; .dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan 
demokrasi dan Undang-undang ·Dasar t945 eebagai 
konstitusi -Negara serta Segala Peraturan Perundang
undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah Kabupaten 
Demak dan Negara Kesatuan Republik Indonesia" 

Pasal 24 

Tempat pelantikan anggota BPD dilaksanakan di Desa 
setempat atau tempat lain yang ditunjuk Bupati. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

Pasal 25 

(1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. 

(_2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat ( 1) seba
nyak-banyaknya 2 (dua) orang disesuaikan dengan 
jumlah anggota BPD. 

(3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat 
dipilih dari dan oleh anggota BPD secara 
sung dalam rapat BPD yang diadakan secara 
sue. 

( 1) 

lang
khu-

(4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama 
kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu 
oleh anggota termuda . 

Pasal 26 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan BPD dibantu 
oleh Sekretariat BPD. 

.. 
(2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan 
dapat diban·tu oleh staf sesuai dengan kebutuhan. 

(3) Sekretaris BPD beserta etaf diangkat oleh Lurah 
Deea atas persetujuan Pimpinan BPD. 

(4) Sekretaris BPD dan staf bukan Pamong Desa serta 
bukan anggota BPD . 
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Pasal 27 

BPD mempunyai fungsi : 
a. ·mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat 

yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangku
tan sepanjang menunjang kelangsungan pembangu
nan; 

b. legislasi yaitu . me1'umuskan dan menetapkan 
Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa; 

c. pengawasan yaitu mel1put1 pengawasan terhadap 
pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa serta Keputusan Lurah Desa ; 

d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani· dan 
menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyara
kat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenan'g. 

Pasal 28 

(1) Tugas dan wewenang BPD adalah 
a. menetapkan calon Lurah Desa "terp111h berda

sarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan 
dari Panitia Pemilihan ; . 

b. mengusulkan pengesahan dan pemberhentian 
Lurah Desa; 

c. bersama dengan Pemerintah Desa membuat 
Peraturan Desa; 

d. bersama dengan Pemerintah· Desa menyusun 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

e. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
Peraturan Desa dan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa; 

f. memberikan pendapat pertimbangan kepada 
Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama 
antar Desa 

g. menampung dan menindaklanjuti aspirasi pendu
duk Desa; 

h. memberikan persetujuan pemberhentian Pamong 
Desa . 

(2) Bersama 
dan d 
tugas 
tetapi 

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c 
adalah kebersamaan dalam melaksanakan 

dan fungsi masing-masing, saling mengisi 
tidak saling 1ntervens1. 

Pasa1'·29 

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud Pasal 28, BPD mempunyai hak : 
a. meminta pertanggung jawaban Lurah Desa; 
b. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa 
c. mengadakan perubahan a tas Rancangan Peraturan 

Desa; 
d. mengajukan pernyataan pendapat 
e. mengajukan pertanyaan 
f. mengajukan Rancangan Peraturan Desa 
g. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD. 

Pasal 
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Pasal 30 
(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 

2a · dan Paeal 29 di atur dalam Peraturan Tata 
Tertib BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD. 

(2) Keputusan B~D eebagaimana dimaksud ayat 
dilaporkan kepada Bupati melalu1 Camat 
jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu 
tanggal ditetapkan. 

Paeal 31 

BPD mempunyai kewajiban 

( 1) • 
dalam 
sejak 

a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Deea dan 
Daerah Kabupaten Demak; 

b. mengamalkan Pancaeila dan Undang Undang Daear 
1945 eerta mentaat1 eegala peraturan perundang
undangan yang borlaku; 

c. membina demokrae1 delam penyelenggaraan pemerin
tahan Deea; 

d. meningkatkan keeejahteraan masyarakat berdasarkan 
demokrasi ekonom1; 

e. memperhetikan dan menyalurkan aapirasi, monerima 
keluhan den pengaduan masyarakat di Desanya eerte 
memfaeilitasi tindak l anjut penyeleaaiannya 

Pasal 32 

(1) Untuk keperluan kegiatan aidang BPD disediakan 
biaya seeua1 dengan kemampuan Desa yang dikelola 
oleh Sekretariat BPD. 

(2) Biaya eebaaaimena dimakeud 
tapkan eetiap tahun dalam 
dan Belanja Deea. 

pada ayat (1) dite
Anggaran Pendapatan 

(3) Pertanggungjawaban 
Lurah Desa paling 
bulan berikutnya . 

keuangan dieampaikan kepada 
lambat tansgal 10 (aepuluh) 

Pasal 33 

Anggota den Pimpinan BPD t idak dibenarkan r'angkap 
· jabatan dengan Lurah Desa dan Pamons Desa . . .. 

Pasal 34 

Anggota dan Pimpinan BPD dilarang 
a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat 

atau kehormatan Pemerintahan Desa; 
b. menyalahgunakan wewenang; 
c. membocorkan rahasia negara yang sifatnya harue 

dirahaeiakan; 

d. melakukan .. 1· . 
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·ct. melakukan kerjasama bersama orang lain didalam 
·maupun di luar lingkungan kerjanya, dengan tujuan 
untuk kepentingan pribadi dan atau golongan ' yang 
secara :·1angsung maupun tidak langsung merugikan 
Desa atau Kabupaten Demak atau Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

e. menerima hadiah atau pemberian berupa apa saja 
dari siapapun secara tidak sah; 

f. melanggar norma-norma kebiasaan atau adat setem
pat. 

(1) 

BAB IV 
TATA TERTIB RAPAT BPD 

Pasal 35 

Rapat dimulai dan 
jika daftar hadir 
paling sedikit dua 

dipimpin oleh Pimpinan BPD 
telah ditandatangani oleh 

pertiga dari juml ah anggota. 

(2) Anggota yang telah menanda tangani daftar hadir 
apabila akan meninggalkan ruang rapat, harus 
seizin Pimpinan Rapat dengan tidak mengganggu 
jalannya rapat. 

(3) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk 
pembukaan rapat jumlah anggota .yang ditentukan 
sebagaimana ayat (1) belum tercapai, maka pimpi
nan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) 
jam. 

(4) Jika waktu penundaan sebagaimana d i maksud ayat 
(3) telah berakhir dan jumlah anggo ta yang hadir 
be l um memenuhi quorum, maka pimpinan rapat dapat 
menentukan waktu untuk mengadakan rapat ber1-
kutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah 
-rapat pertama batal. 

Pasal 36 

(1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris BPD membacakan 
susunan acara dan tata tertib rapat yang dijad
walkan untuk dimintakan persetujuan dar~ para 
anggota yang hadir. 

(2) Susunan acara rapat dapat '•ctiubah atas persetu
juan anggota yang hadir, dan apabila telah 
disepakati oleh para anggota, maka rapat ctapat 
dilanjutkan. 

Pasal 37 

(1) Setiap anggota diberikan kesempatan berbicara, 
eetelah mendapat i jin dari pimpinan r apat. 

( 2 ) Giliran -~--
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(2) Giliran berbicara menurut urutan kee.empatan yang 
diberikan pimpinan rapat eesuai dengan kepen
tingan pembicaraan. 

(3) Pembicaraan mengenai suatu maealah dilakukan 
dalam dua tahap, kecuali rapat menentukan lain. 

(4) Pembicaraan tidak diperkenankan menyimpang dari 
pokok maealah yang dibahas, pimpinan re.pat harus 
memperingatkan dan meminta pembicara kembali 
pada pokok maaalah yang dibahaa. 

Pasal 38 

(1) Dalam hal pimpinan rapat berpendapat bahwa suatu 
maealah yang dibahae telah cukup untuk menentu
kan euatu keeimpulan, maka pimpinan rapat ataa 
keeepakatan anggota yang hadir menyampaikan 
keeimpulan rapat. 

( 2) Set·ele.h eelesai re.pat, Sekretar ia BPD aegera 
menyueun risalah rapat yang memuat: 
a. acara re.pat; 
b. daftar hadir anggota; 
c. pokok-pokok masalah yang dibahas; 
d. pokok-pokok pembicaraan para Rnggota; 
e. pokok-pokok kesimpulan. 

(3) Riealah rapat eebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) dijadikan daear keputuean BPD: 

BAB V 
KE.DUDUKAN KEUANGAN - BPD 

Pasal 39 

(1) Anggota BPD berhak menerima uang rapat seauai 
kemampuan keuangari Desa . 

(2) Uang rapat anggota BPD aebagaimana dimaksud 
dalam ayat (l) ditetapkan eetiap tahun dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja·Desa 

Pasal 40 

(1) Untuk keperluan kegiatan 
eeeuai dengan kemampuan 
dikelola oleh Sekretariat 

.. 
BPD disediakan 
keuangan Desa 

BPD. 

biaya 
yang 

(2) Bia.ya sebagaimana dimakeud 
tapkan setiap tahun dalam 
Belanja Desa. 

dalam ayat (ll dite
Anggaran Pendapatan 

BAB VI • l 
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BAB VI 
PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD 

Paaal 41 

Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati dengan Tembu
ean Camat dan Lurah Desa karena: 
a. meninggal dunia; 
b. mengajukan permintaan send1r1 
c. berakhir maea baktinya; 
d. tidak lagi memenuhi eyarat eebagaimana dimakeud 

Paeal 8; 
e. tidak lag1 bertempat t1nggal di Deea yang ber

eangkutan; 
f. terbukti melanggar eumpah/janJi sebagai anggota 

BPD eebagaimana dimakeud Paeal 23; 
g. terbukti bersalah berdaearkan putusan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap 
tindak pidana; 

pengadilan 
melakukan 

h. terbukti melakukan tindakan yang dilarang seba
gaimena dimaksud Pasal 34; 

1. berdaearkan rapat BPD atae usul warga masyarakat 
yang bersangkutan eudah tidak mendapat keper
cayaan dari warga masyarakat. 

Paeal 42 

(1) Maea bhakti anggota BPD 5 (lima) tahun terhitung 
eejak tenggal pelakeanaan pelantikan 

(2) anggota BPD sebagaimana 
berakhir, yang bereang
kembali untuk 1 (eatu) 

Apabila maaa bhakti 
dimaksud ayat Cl) telah 
kuten dapat dicalonkan 
kali maea bhakti. 

Pasal 43 

Apabila ada anggota BPD diberhentikan sebagaimana 
dimakeud dalam Paeal 41, maka keanggotaannya digan
tikan oleh calon anggota yang memperoleh urutan 
euara terbanyak berikutnya dalam pemilihan anssota 
BPD . 

. . 
BAB VII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 
Pasal 44 

(1) Tindakan penyidikan terhadop anggota BPD yang 
melakukan tindak pidana dilaksanakan oleh Penyi
dik dengan memberitahukan secara tertulis kepada 
Bupati dengan tembuean Carnot dan Lurah Desa . 

(2-) Dalam hal enssota BPD tertanskap tangan melaku
kan tindak pidana paling lambat dalam tempo 2 x 
24 (dua kali dua puluh empat) jam Penyidik 
memberitahukan eecara tertulis kepada Bupati 
dengan tembuean Camat den Lurah Deea. ~ 

BAB VIII .. J°. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHI\N 

Paaal 45 

Selo.ma belum terbentuk BPD, maku Lembaga Musyawarah 
Deea ( Ll'1D) yang ada· tetap melakearialtan fungal semula 
ownpai d,~ngan te1·bentuki1ya BPD def in j, ti f . 

.Bi1B IX 
KETENTU/\N f,AIN-LAIN 

Paeal 46 

(1} Dengo.n berlo.kunya Peraturat1 Dael'ah ini, maka 
semua Peraturan yang bertentanuan dengan Peratu-· 
ran Daorah ini dinyat alrn.n tlclo.k be1' l alrn lagi . 

(2} Hal-hal yang belum diatut' do.lam Peraturan Dae1·ah 
ini sepa.njo.ng mengena1 pelaksanaa nnya akan 
diatur lebi h lanjut oleh Bupat;_i. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa.l 47 ' 

Peraturan Daerah in1 mulai berlaku pc, da tanggal 
diundangkan. 

Agar aetiap OL'ang dapat mcngetahuinya memet'in-
tahka.n pengundangan Peraturan Dae roh ini dalam 
Lembaran Daerah Kabupe.ten Demak. 

e tapkan di Dernt.l.k 
1 Juli 2000 

H. DJOKO WIDJI SUWITO ,. 

Disetujui DPRD Kabup.aten Demak 
Dengan Keputusan Nomor .09/K ' 0 .DPHD/200!) 

tanggal l Juli 2000 
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pada tanggal l Jui 2000 
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